BUPATIBURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG
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a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2012
BUPATI BURU,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

bahwa agar program dan Kkegiatan yang didanai dari Dana
Tambeahan Penghasilan Bagi Guru Pegawal Negeri Sipil Daerah,
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, Bantuuan Keuangan
Bersifat Khusus dan Dana Hibah untuk Pelaksanaan Kegiatan
Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dapat dilaksanakan
tepat waktu, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Bab IV
angke 8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun
2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huraf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012,

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 23895), sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3961);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajgk Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Nomeor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355];

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran WNegara
Nomor 4844,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajgk Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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22.

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028},

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Négara Tahun 2004 Nomot
90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574}

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemnbaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578}

Peraturgn Pemerintahh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585};

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negatra Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011
Nomor 24);

29. Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kabupaten Bura Tahun 2011 Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BURU NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012

Pasal |

Ketentiian dalam Peraturan Bupati Buru Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah
Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 120), diubah sehingga berbunyi sebagaimana
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari atas:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah :Rp.  6.964.840.000,00
b. Dana Perimbangan : Rp. 405.156.581.479,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah : Rp  28.541.814.350,00
Jumlah Pendapatan Rp. 440.663,235.829,00



2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung : Rp 221.992.435.007,00
1}, Belanja Pegawai : Rp. 198.804.296.232,00
2). Belanja Bunga : Rp. 7.388,775,00
3). Belanja Subsidi : Rp. 0,00
4).Belanja Hibah :Rp. 7.830.000.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial :Rp.  4.666.000.000,00
6). Belan ja Bagi Hasil : Rp. 0,00
7)Belanja Bantuan Keuangan :Rp  8.984,750.000,00
8).Belanja Tidak Terduga :Rp. 1.700.000.000,00
b, Belanja Langsung :Rp 243.275.940.911,09
1).Belanja Pegawai : Rp. 31.564.419.700,00
2).Belanja Barang dan Jasa :Rp. 115.135.019.925,29
3).Belan ja Modal : Rp. 96.576.501.285.80
Jumliah Belanja Rp. 465.268.375.918,09
Defisit (Rp. 24.605.140.089,09 )

3. Pembiayaan
a. Penerimaan : Rp. 31.428.673.799,55
b. Pengeluaran :Rp. 1.230.256.410,26

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 30.198.417.389,29

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 5.593.277.300,20

Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini. '

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal I

(1). Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini ditnangkan lebih lanjut dalam perubahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



{2). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 6 Oktober 2012
BUPATI BURU,
Ttd

RAMLY I. UMASUGI
Diundangkan di Namlea
pada tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

Ttd
ABDUL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 106

TELAH DIPERIKSA
SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

L]

RIDWAN BEGA, SH
NIP. 19680214 200003 1 007



